
BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan Pasa! 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa 
untuk setiap Desa; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pelaksanaan, Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 3 1 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851) ; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) ; 



3. 

4. 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah 
diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana elah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratu ran 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peratu ran Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

6 . Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentan g Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 
220); 

7. Peraturan M nteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi RI Nomor 02 Tahun 20 16 tentang Indeks 
Desa Membangun; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); 



Menetapkan 
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10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); 

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata 
Cara Pengadaan BarangjJasa di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2) ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 9). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

2 . Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 
memlmpln pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
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4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
dan pemberdayaan masyarakat. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9 . Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan 
diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya 
dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran 
Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional. 

12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan 
memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat 
tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. 

13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa 
yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. 

14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan 
memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan 
Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis 
Desa setiap kabupaten/kota. 

15. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat 
IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan 
geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga 
prasarana fisik secara relatif antarDaerah. 

16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut 
IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat 
kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel 
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, 
transportasi, dan komunikasi. 
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17. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks komposit yang 
dibentuk dari indeks ketahanan so sial , indeks ketahanan 
ekonomi dan indeks ketahanan ekologi Desa. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut 
APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 
Desa. 

21. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat 
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara 
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan 
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada 
bank sen tral. 

22 . Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa 
yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang 
ditetapkan. 

24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya 
disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara 
Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa 
Bendahara Umum Negara. 

BAB II 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

Pasal2 

Rincian Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 
2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 
a. Alokasi Dasar; 
b . Alokasi Afirmasi; 

c. Alokasi Formula; dan 
d. Alokasi Kinerja. 
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Pasal3 

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 
dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi 
jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran 
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rindan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2020. 

Pasal4 

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa 
Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin 
tinggi. 

(2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang 
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali 
Alokasi Afirmasi setiap Desa. 

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal 
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung 

sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa. 

(4) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus: 
AA Desa = (0,015 x DD) / {(2 x DST) + (1 x DT)} 

Keterangan: 
a. AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa 
b.DD = pagu Dana Desa nasional 
c. DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang 

memiliki jumlah penduduk miskin tinggi 
d.DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki \ 

jumlah penduduk miskin tinggi 

Pasal5 

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, 
dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang 
bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ atau 
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang statistik. 

Pasal6 

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut: 
AF Desa = {(0,10 * ZI) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF 

Kab/Kota 

Keterangan: 
AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa 
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= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap 
total penduduk Desa Kabupaten Tasikmalaya 

= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa 
terhadap total penduduk miskin Desa 
Kabupaten Tasikmalaya 

= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total 
luas wilayah Desa Kabupaten Tasikmalaya. 

= rasIO IKG setiap Desa terhadap IKG Desa 
Kabupaten Tasikmalaya 

= Alokasi Formula Kabupaten Tasikmalaya 

Pasal 7 

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ atau 
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 
statistik. 

Pasal8 

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, 
dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam 
pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian 
keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) 
pembangunan desa. 

Pasal9 

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan 
bobot sebagai berikut: 
a . Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%; 
b . Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% ; 
c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 250/0; 

dan 
d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 

35%. 

Pasall0 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

PENY ALURAN DANA DESA 

Pasal 11 

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 
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(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan 
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. 

(3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil 
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa 
pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati Tasikmalaya 
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: 
a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat 

bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); 
b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat 

minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat 
puluh persen) ; dan 

c . tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 200/0 (dua 
puluh persen). 

(5) Sarat penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) antara lain: 

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari 
Kepala Desa; 

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya 
dari Kepala Desa; dan 

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dan 
laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa 
tahun anggaran sebelumnya. 

(6) Tata cara penyaluran Dana Desa mengikuti pedoman 
teknis Dana Desa yang tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

BABIV 

PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasa112 

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, 
peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja 
Pemerintah Desa. 
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(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa sesuai 
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 ten tang 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 

Pasal13 

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
mengacu pada pedoman teknis sebagaimana Lampiran III 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan 
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan 
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga keIja 
dari masyarakat Desa setempat. 

(3) Dalam hal Pengadaan barang dan jasa yang dibiayai Dana 
Desa mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur 
mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa. 

Pasal14 

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) 
setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana 
Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi 
danl atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat telah terpenuhi. 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa 
mengenai APBDes oleh Camat. 

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana Ayat (3) diajukan oleh 
pemerintah desa kepada Bupati melalui Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak setelah mendapatkan 
persetujuan Camat 

Pasal15 

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana 
Desa. 
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(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pendampingan atas penggunaan Dana Desa. 

(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa 
Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transrnigrasi Nornor 
18 Tahun 2019 tentang Pedoman Urnum Pendampingan 
Masyarakat Desa. 

Pasal16 

Desa yang rnendapatkan 
rnernpergunakan alokasi 
penanggulangan kemiskinan. 

alokasi 
afirmasi 

Pasal17 

afirmasi wajib 
untuk kegiatan 

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 
Desa. 

(2) Pemerintah Daerah dapat rnelakukan pendarnpingan atas 
penggunaan Dana Desa. 

(3) Pendarnpingan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

BABV 

PELAPORAN DANA DESA 

Pasal 18 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan 
dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran 
kepada Bu patio 

(2) Laporan realisasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) 
terlebih dahulu diverifikasi oleh tim verifikasi kecamatan 
yang ditetapkan dengan keputusan Carnat. 

(3) Laporan Realisasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
menggunakan aplikasi Siskeudes dalarn bentuk softcopy 
dan hardcopy yang telah ditandatangani Kepala Desa. 

(4) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dana 
Desa dibuat dan disampaikan oleh Pelaksana Kegiatan 
setiap bidang kepada Kepala Desa. 

(5) Tata cara pelaporan Dana Desa mengikuti pedornan teknis 
Dana Desa yang tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 



(1) Bupati 

BAB VI 

MONITORING DAN EV ALUASI 

Pasal19 

melaksanakan Monitoring 
pelaksanaan Dana Desa; 
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dan Evaluasi 

(2) Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagai mana ayat (1) 
dilaksanakan oleh Camat dan hasilnya dilaporkan kepada 
Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak 

(3) Hasil Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh 
Camat divalidasi oleh Satuan Kerja Dana Desa 

BAB VII 

PEMBI AAN DAN PENGAWASAN 

Pasal20 

(1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan 
pelaksanaan Dana Desa; 

e gawasan 

(2) Secara teknis Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan 
Dana Desa dilaksanakan oleh Camat; 

(3) Dalam hal tedapat permasalahan Camat mela orkan 
kepada Bupa ti dan berkoordinasi kepada Din a s dan 
A t Penga as Internal Pemerintahan APIP); 

BAB VIn 

SANKSI 

Pasal2 1 

Bupa ti memberi an sanksi, tidak memberikan rekomendasi 
penyaluran Dana Desa, alam hal : 

a. tidak memen hi persyaratan yang diten tukan dalam 
pe unjuk tekn"s sebagaimana lampiran III Peraturan 
B pati i i; dan 

b. terdapat p nyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa 
dan ditetapkan sebagai tersangka. 

BABIX 

KETENTUAN LAIN 

Pasal22 

Bupati merekomendasi penyaluran Dana Desa yang ditunda 
atau dihentikan sebagaimana pasal (21) setelah : 
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a. terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam 
petunjuk teknis sebagaimana lampiran III Peraturan 
Bupati ini. 

b. pencabutan danl atau pemulihan status Hukum sebagai 
Tersangka. 

c. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum 
tetap. 

BABIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal23 

Peraturan Bupati lUI mulai berlaku pada tanggal 
diu ndangkan. 

Agar setiap orang men getahui, memerintahkan pengun dangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pada tan~al 8 Juuari 2020 

SEKRElf} RIS DAERAH 
KABUPATEN TASIK ALAYA, 

MO~MADZEN 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 8 Januari 2020 

BUPATI TASIKMALAY A, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ?Q2Gl NOMOR 1 



LAMPI RAN 
NOMOR 

TENTANG 

: PERATURAN B UPATI TASIKMALAYA 

7 TAHUN 2020 

TATA CARA PE LAKSANAAN, PEMBAGIAN DAN PE NETAPAN RI NCIAN DANA D ESA 

KABUPATEN TASIKMALAYATAHUN ANGGARAN 2 0 20 

No Kecamatan 

1 2 

1 Cipattljah 

2 Ciparujah 

3 Cipatujah 

4 Cipa tujah 

5 Cipa tujah 

6 Cipatujah 

7 Cipatujah 

8 Cipatujah 

9 Cipatujah 

10 Cipatujah 

11 Cipa tujah 

12 Cipatujah 

13 Cipa tujah 

14 Cipatujah 

15 Cipatujah 

16 Karangnunggal 

17 Karangnunggal 

18 Karangnu ngga l 

19 Karangnungga l 

20 Karangnu nggal 

21 Ka rangnunggal 

22 Karangnu nggal 

23 Karangnunggal 

24 Karangn unggal 

25 Karangnunggal 

26 Karangn u nggal 

27 Karangnu nggal 

28 Karangnunggal 

29 Karangnunggal 

30 Cikalong 

3 1 Cikalong 

32 Cikalong 

33 Cikalong 

34 Cikalong 

35 Cikalong 

36 Cika long 

37 Cikalong 

PENGHITUNGAN DANA D ESA SETIAP DESA or KABU PATEN TASIKMALAYA 

TAHUN ANG GARAN 2 0 20 

Desa 
Pagu Da na Desa 

Tahap I Tahap [[ 
Tahun 2020 

3 5 6 

Ciheras 1.221.909.000 488.763.600 488.763.600 

Cipa tujah 1.204.015.000 481.606.000 481.606.000 

Sindangkerta 1.159.915.000 463.966.000 463.966.000 

CikaW\lnggading 1.348.283.000 539.313.200 539.313.200 

Bantarkalong 1.146.004.000 458.401.600 458.401.600 

Darawati 1.040.903.000 416 .361.200 416.361.200 

Nagrog 1.350.225.000 540.090.000 540.090.000 

Pameutingan 1.30 5.166.000 522.066.400 522.066.400 

Tobongjaya 1.203.906. 000 481.562.400 481.562.400 

Cipanas 1.347.468 .000 538.987.200 538.987.200 

Kertasari 1.357.37 1.000 542.948.400 542.948.400 

Ciandtlm 1.519.182.000 607.672 .800 607 .672.800 

Nangelasari 1.273.622.000 509.448.800 509.448 .800 

Padawaras 1.427.096.000 570.838.400 570.838.400 

Sukahurip 1.405.407.000 562 .162.800 562 .162.800 

Cidadap 1.352.510.000 541.004.000 541.004.000 

Ciawi 1.116.183 .000 446.473200 446.47 3.200 

Cikupa 1. 185.75 4 .000 474 .301.600 474 .301.600 

Karangnunggal 1.253.598.000 501.439.200 50 1 439.200 

Karangmekar 1.331. 404.000 532.561.600 532.561.600 

Cikukulu 1.223.662.00 0 489.464.800 489.464 .800 

Ciba tuireng 1.1 52 .229 .000 460 .891.600 460.891.600 

Cibatu 1.183.670 .000 47 3 .468.000 473.468.000 

Sarimanggu 1.156.075.000 ~62 .430.000 462.430.000 

Sukawa ngun 1. 150.422 .000 460.168.800 460 .168.800 

Cintawangi 1.016.090.000 406.436.000 406.436.000 

Cikapinis 1. 128.421.000 451.368 .400 45 1.368.400 

Sarimu kti 1.131. 180.000 452 .472 000 452.472.000 

Kujang 1.260 .837.000 504.334 .800 504 .334.800 

Cikalong 1.05 1. 174.000 420.469600 420.469.600 

Kalapagen ep 1.138 .800.000 455 .520.000 455.520.000 

Cikancra 1.016.515.000 406.606.000 406.606 .000 

Singkir 1.125.309.000 4 50.123.600 450.123.600 

Panyiaran 1.197.228.000 478 .891.200 478.891.200 

Cibeber 1. 065.568. 000 426.227.200 426.227.200 

Cikadu 1.204.589.000 481.835.600 481 .835.600 

Ma nd a lajaya 1.272.473.000 508.989.200 508.989.200 

Tah ap III 

7 

244 .381.800 

240.803.000 

231.983.000 

269.656.600 

229.200.800 

208 .180.600 

270.045.000 

261.033.200 

240.781.200 

269 .493 .600 

271.474.200 

303.836.400 

254 .724.400 

285.419.200 

28 1.081.400 

2 70.502 .000 

223 .236.600 

237.150.800 

250.719 .600 

266 .280.800 

244.732.400 

2 30.445.800 

236.734.000 

231.215.000 

230 .084.400 

203.218.000 

225.684.200 

226.236.000 

252.167.400 

210.234.800 

227.760.000 

203.303 .000 

225.061.800 

239.445 .600 

213.113.600 

240.917.800 

254.494.600 



38 Cikalong Cidadali 1.279.893.000 511.957.200 511.957.200 255.978.600 

39 Cikalong Cimanuk 1.074.909.000 429.963.600 429.963.600 214.981.800 

40 Cikalong Sindangjaya 1.298.321.000 519.328.400 519.328.400 259.664.200 

41 Cikalong Ku bangsari 1.356.844.000 542.737.600 542.737.600 271.368.800 

42 Cikalong Tonjongsari 1.240.082.000 496.032.800 496.032.800 248.016.400 

43 Pancatengah Cibuniasih 1.361.372.000 544.548.800 544.548.800 272 .274.400 

44 Pancatengah Pangliaran 1.244.519.000 497.807.600 497.807.600 248.903.800 

45 Pancatengah Tonjong 1.237.952.000 495.180.800 495.180.800 247.590.400 

46 Pancatengall Cibongas 1.051.872.000 420.748.800 420.748.800 210.374.400 

47 Pancatengah Tawang 1.196.720.000 478.688.000 478.688.000 239.344 .000 

48 Pancatengah Neglasari 1.420.159.000 568.063.600 568.063.600 284.031.800 

49 Pancatengah Cikawung 1.332.644.000 533.057.600 533 .057.600 266.528.800 

50 Pancatengah Jay amukti 1.189.757.000 475 .902 .800 47 5 .902 .800 237.951.400 

51 Pancatengah Margaluyu 1.395.562.000 558.224.800 558.224 .800 279.112.400 

52 Pancatengah Mekarsari 1.077.003.000 4 30.80 ] .200 430.801.200 2 15.400.600 

53 Pancatengah Pancawangi 1.338.487.000 535.394.800 535.394.800 267.697.400 

54 Cikatoma s Gunungsari 1.206.398.000 482.559.200 482.559.200 24 1.279.600 

55 Cikatom as CiJumba 1.440.91 7 .000 576.366.800 576.366.800 288. 183.400 

56 Cikatoma s Pakemitan 1.1 72.92 1.000 469.168.400 469.168.400 234 .584.200 

57 Cikatomas Cogreg 1.222.637.000 489.054.800 489.054 .800 244 .527.400 

58 Cikatomas Cayur 1.1 53.852.000 46 1.540.800 461.540800 230 .770.400 

59 Cikatomas Lengkongbarang 1.142.446.000 4 56.978.400 456.978.400 228.489.200 

60 Cikatomas Sindangasih 1.394.979.000 557.991.600 557.991.600 2 78.995.800 

61 Cikatomas Tanjungbarang 1.258.995 .000 503.598.000 503.598.000 251.799.000 

62 Cikatomas Linggala ksana 1.061 .422.000 42 4.568.800 424.568.800 212.284.400 

63 Cibalong Cisempur 1.201.878.000 480.75 1.200 480.751.200 240.375.600 

64 Cibalong Setiawaras 1.260.323.000 504129.200 504 .129.200 252.064.600 

65 Cibalong Eureunpalay 1. 14 1.5 18.000 456.607 .200 456.607.200 228.303.600 

66 Cibalong Cibalong 962 .693 .000 385.077 .2 00 385.077 .200 192.538.600 

67 Cibalong S ingajaya 981.905 .000 392.762 .000 392.762 .000 196.381.000 

68 Cibalong Parung 1.018.557.000 407 .422.800 407.422.800 203.711.400 

69 Parungponteng Parungponteng 1.077.275.000 430.91 0.000 430.910.000 215.455.000 

70 Parungponteng Cigunung 1.081.905.000 432.762.000 432.762 .000 216.381.000 

71 Parungpon teng Cibanteng 9 80.250.000 392. J 00.000 392 .100.000 196.050.000 

72 Parungponteng Barum ekar 1.079.686.000 431.874 .40 0 431.874.400 215.937.200 

73 Parungponteng Cibungul' 907.449.000 362.979 .600 362.979.600 181.489.800 

74 Parungponteng Burujuljaya 982.724.000 393.089 .600 393.089.600 196.544.800 

75 Parungpon teng Girikencana 1.142.496.000 456.998.400 456.998.400 228.499.200 

76 Parungponteng Karyabakti 1.150.265.00 0 460.106.000 460.106.000 230.053.000 

77 Bantarkalong Simpang 1.033.480.000 413 .392.000 413.392.000 206.696.000 

78 Bantarkalong Parakanhonje 1.091.331.000 436.532.400 436.532.400 218.266.200 

79 Bantarkalong Pamijahan 1.027.175.000 410.870.000 410.870.000 205.435.000 

80 Bantarkalong Sukamaju 1.154.073.000 461.629 .200 461.629.200 230.814.600 

81 Bantarkalong Wangunsari 1.093.324.000 437.329.600 437.329.600 218.664.800 



82 Bantarkalong Hegarwangi 1.153.179.000 461.271.600 461.271.600 230.635.800 

83 Bantarkalong Wakap 1.288.057.000 515.222.800 515.222.800 257 .611.400 

84 Bantarkalong Sirnagalih 1.292 .132.000 516.852.800 516.852.800 258.426.400 

85 Bojongasih Mertajaya 1.430.453.000 572.181.200 572.181.200 286.090.600 

86 Bojongasih Cikadongdong 1.231.253.000 492.501.200 492.501.200 246.250.600 

87 Bojongasih Bojongasih 1.248.054.000 499.221.600 499.221.600 249.610.800 

88 Bojongasih Sindangsari 1.211.125.000 484.450.000 484.450.000 242.225.000 

89 Bojongasih Girijaya 1.417.697.000 567.078.800 567.078.800 283.539.400 

90 Bojongasih Toblongan 1.176.874.000 470.749.600 470.749.600 235.374.800 

91 Culamega Cikuya 1.413.209.000 565.283.600 565.283.600 282.641.800 

92 Culamega Cintabodas 1.319.492.000 527.796.800 527.796.800 263.898.400 

93 Culamega Cipicung 1.278.248.000 511.299.200 511.299.200 255.649.600 

94 Culamega Bojongsari 1.343.778.000 537.511.200 537.511.200 268.755.600 

95 Culamega Mekarlaksana 1.153.892.000 461.556.800 461.556.800 230.778.400 

96 Bojonggambir Bojongkapoi 1.366.150.000 546.460.000 546.460.000 273.230.000 

97 Bojonggam bir Ped angkamulyan 1.106.612.000 442.644.800 442.644.800 221.322.400 

98 Bojonggambir Bojonggambir 1.102.566.000 441.026.400 441.026.400 220.5 13.200 

99 Bojonggambir Ciroyom 1.161.692.000 464.676.800 464.676.800 232.338.400 

100 Bojonggambir Wandasari 1.226.611.000 490.644.400 490.644.400 245.322.200 

101 Bojonggam bir Campakasari 1.447.620.000 579.048.000 579.048.000 289.524.000 

102 Bojonggambir Mangkonjaya 1.066.684.000 426.673.600 426.673.600 2 13.336.800 

103 Bojonggambir Kertanegla 1.144.756.000 457.902.400 457.902.400 228.951.200 

104 Bojonggam bir Purwaraharja 1.240.535.000 496 .214.000 496.214.000 248.107.000 

105 Bojonggambir Girimukti 1.262.062.000 504.824.800 504.824.800 252.412.400 

106 Sodonghilir Pa rumasan 997.445.000 398.978.000 398.978.000 199.489.000 

107 Sodonghilir Cukangkawung 1.219.284.000 487.713.600 487.713.600 243.856.800 

108 Sodonghilir Sodonghilir 1.131.884.000 452.753.600 452.753.600 226.376.800 

109 Sodonghilir Cikalong 1.252.309.000 500.923.600 500.923 .600 250.461.800 

110 Sodonghilir Cipaingeun 1.277.547.000 511.018.800 511.018.800 255.509.400 

III Sodonghilir Leuwidulang 1.065.125.000 426.050.000 426.050.000 213.025.000 

112 Sodonghilir Muncang 1.058.245.000 423.298.000 423.298.000 211.649.000 

113 Sodonghilir Sepatnunggai 1.192 .130.000 476.852.000 476.852.000 238.426.000 

114 Sodonghilir Cukangjayaguna 1.139.672.000 455.868.800 455.868.800 227.934.400 

115 Sodonghilir Raksajaya 1.213.132.000 485.252.800 485.252.800 242.626.400 

116 Sodonghilir Pakaiongan 1.279.922.000 511.968.800 511.968.800 255.984.400 

117 Sodonghilir Sukabakti 1.120.408.000 448.163.200 448.163.200 224.081.600 

118 Taraju Taraju 1.054.662.000 421.864.800 421.864.800 210.932.400 

119 Taraju Cikubang 1.112.015.000 444.806.000 444.806.000 222 .403.000 

120 Taraju Deu deul 990.865.000 396.346.000 396.346.000 198.173.000 

121 Taraju Pu rwarahayu 1.060.322.000 424.128.800 424.128.800 212.064.400 

122 Taraju Singasari 1.289.786.000 515.914.400 515.914.400 257.957.200 

123 Taraju Banyuasih 1.128.892.000 451.556.800 451.556.800 225.778.400 

124 Taraju Raksasari 1.112.237.000 444.894.800 444.894.800 222.447.400 

125 Taraju Kertaraharja 1.353.988.000 541.595.200 541.595.200 270.797.600 



126 Taraju Pageralam 1.129.844.000 451.937.600 451. 937 .600 225.968.800 

127 Salawu Jahiang 1.053.150.000 421.260.000 421.260.000 210.630.000 

128 Salawu Serang 1.121.700.000 448.680.000 448.680.000 224.340.000 

129 Salawu Salawu 1.066.612.000 426.644.800 426.644.800 213.322.400 

130 Salawu Neglasari 1.131.202.000 452.480.800 452.480.800 226.240.400 

131 Salawu Tanju ngsari 1.239.568.000 495.827.200 495.827.200 247.913.600 

132 Salawu Tenjowaringin 1.101.426.000 440.570.400 440.570.400 220.285.200 

133 Salawu Sundawenang 1.130.418.000 452.167.200 452.167.200 226.083 .600 

134 Salawu Kawungsari 1.195.110.000 478.044.000 478 .044.000 239.022 .000 

135 Salawu Sukal'asa 1.156.982.000 462 .792 .800 462.792.800 231.396.400 

136 Salawu Kutawaringin 1.140.911.000 456.364.400 456.364.400 228.182.200 

137 Salawu Karangmukti 1.168.854.000 467.541.600 467.541.600 233.770.800 

138 Salawu Margalaksana 949.680.000 379.872.000 379.872.000 189.936.000 

139 Puspahiang Mandalasari 1.128.653.000 451.461.200 451.461.200 225.730.600 

140 Puspahiang Sukasari 1.147.571.000 459.028.400 459.028.400 229.514.200 

141 Puspahiang Puspasari 1.092.442.000 436.976.800 436.976.800 218.488.400 

142 Puspahiang Puspahiang 1.070.094.000 428.037.600 428.037.600 214.0 18.800 

143 Puspahiang Luyubakti 1.191.865.000 476.746.000 476.746.000 238.373.000 

144 Puspahiang Pusparahayu 1.300.497.000 520.198.800 520.198.800 260.099.400 

145 Puspahiang Cimanggu 1.145.565.000 458 .226.000 458.226 .000 229.113 .000 

146 Puspahiang Puspajaya 1.021.009.000 408.403 .600 408.403.600 204.201.800 

147 Tanjungjaya Cikeusal 1.349.484.000 539.793.600 539.793.600 269.896.800 

148 Tanjungjaya Cibalanarik 1.047.830.000 419.132.000 419.132.000 209.566.000 

149 Tanjungjaya Sukanagara 1.232.995.000 493.198.000 493.198.000 246.599.000 

150 Tanjungjaya Tanjungjaya 1.084 .982.000 433.992.800 433.992.800 216.996.400 

151 Tanjungjaya Cilolohan 1.089.522.000 435.808.800 435.808.800 217.904.400 

152 Tanjungjaya Cintajaya 1.070.308.000 428.123.200 428 .123.200 214.061.600 

153 Tanjungjaya Sukasenang 1.277 .559.000 511.023.600 511.023.600 255.511.800 

154 Sukaraja Sukapura 957.730.000 383.092 .000 383.092.000 191.546.000 

155 Sukaraja Leuwibudah 1.054.477.000 421.790.800 421.790.800 210.895.400 

156 Sukaraja Simajaya 1.091.427.000 436.570.800 436.570.800 218.285.400 

157 Sukaraja Mekarjaya 1.145.972.000 458.388.800 458.388.800 229.194.400 

158 Sukaraja Linggaraja 1.291.482.000 516.592.800 516.592.800 258.296.400 

159 Sukaraja Janggala 1.062.400.000 424.960.000 424.960.000 212.480 .000 

160 Sukaraja Margalaksana 926.209.000 370.483.600 370.483.600 185.241.800 

161 Sukaraja Tarunajaya 1.018. 197.000 407.278.800 407.278.800 203.639.400 

162 Salopa Mandalahayu 1.051.349.000 420.539.600 420.539.600 210.269.800 

163 Salopa Mulyasari 1.223.615.000 489.446.000 489.446.000 244.723.000 

164 Salopa Kawitan 1.118.620.000 447.448.000 447.448.000 223.724.000 

165 Salopa Mandalawangi 1.199.197.000 479.678.800 479 .678 .800 239.839.400 

166 Salopa Karyawangi 1.239.195.000 495.678.000 495.678.000 247 .839.000 

167 Salopa Tanjungsat·j 1 .222 .660.000 489.064.000 489.064.000 244 .532 .000 

168 Salopa Mandalaguna 1.424.688.000 569.875.200 569.875.200 284.937.600 

169 Salopa Karyamandala 1.143.549.000 457.419.600 457.419 .600 228.709.800 



170 Salopa Banjarwaringin 1.407.894.000 563.157.600 563.157.600 281.578.800 

17 1 Jatiwaras Kaputihan 1.085.434.000 434.173.600 434.173.600 217 .086.800 

172 J atiwaras Setiawangi 1.009.839.000 403.935.600 403.935.600 201.967.800 

173 Jatiwal'as Sukakerta 1.020.781.000 408.312.400 408.312.400 204.156.200 

174 Jatiwal'as Neglasari 1.082.388.000 432.955.200 432.955.200 216.477.600 

175 Jatiwaras Jatiwaras 1.032.150.000 412.860 .000 412.860.000 206.430.000 

176 Jatiwaras Papayan 1.042.945.000 417.178.000 417.178.000 208.589.000 

177 Jatiwaras Ciwarak 1.162.730.000 465.092.000 465.092 .000 232.546.000 

178 J atiwaras Kersagalih 1.083.793.000 433.517.200 433.517.200 2 16.758.600 

179 J atiwaras Mandalamekar 1.112.348.000 444.939.200 444.939.200 222.469.600 

180 Jatiwaras Kertarahayu 1.243.655.000 497.462.000 497.462.000 248.731.000 

181 Jatiwaras Mandalahurip 1. 187.996.000 475.198.400 475 .198.400 237.599.200 

182 Cineam Cisarua 1.358.292 .000 543.316.800 543.316.800 271.658.400 

183 Cineam Cikondang 1.079.465.000 431.786.000 43 1.786.000 215.893.000 

184 Cin eam Cijulang 1.071.991.000 428.796.400 428 .796.400 2 14.398.200 

185 Cineam Ciampanan 1.076.967.000 430.786.800 430.786.800 215.393.400 

186 Cineam Cineam 1.033.224.000 413.289.600 413.289.600 206.644.800 

187 Cineam Rajadatu 1.140.002.000 456.000.800 456.000.800 228.000.400 

188 Cin eam Ancol 1.2 18.831.000 487.532.400 487.532.400 243.766.200 

189 Cineam Nagaratengah 1. 103.330.000 441.332.000 441.332.000 220.666.000 

190 Cineam Pasirmukti 1.066.384.000 426.553.600 426.553.600 213.276.800 

191 Cineam Madiasari 1.049.517.000 419.806.800 419.806.800 209.903.400 

192 KarangJaya Sirnajaya 1.180.892.000 472.356.800 472.356.800 236.178.400 

193 KarangJaya KarangJaya 1.093.241.000 437 .296.400 437.296.400 218.648.200 

194 KarangJaya Karanglayu ng 1.059.147.000 423.658.800 423.658.800 2 1 1.829.400 

195 KarangJaya Citalahab 1.144.444.000 457.777 .600 457.777 .600 228.888.800 

196 Manonjaya Cihaur 1.132.694.000 453.077.600 453.077.600 226.538.800 

197 Manonjaya Cilangkap 967.047.000 386.818.800 386.818.800 193.409.400 

198 Man onjaya Pasirpanjang 1.095.318.000 438.127.200 438.127.200 219.063.600 

199 Manonjaya Cibeb er 1.107.161.000 442.864.400 442.864.400 221.432.200 

200 Ma nonjaya Kamulyan 1.134.807 .000 453.922.800 453.922.800 226.961.400 

201 Manonjaya Manonjaya 1.225.499.000 490.199.600 490.199.600 245 .099 .800 

202 Manonjaya Margaluyu 1.160.960.000 464.384.000 464.384.000 232.192.000 

203 Manonjaya Pasil'batang 1.081 .859.000 432 .743.600 432.743.600 2 16.371.800 

204 Manonjaya Kalim anggis 1.240.130.000 496.052 .000 496.052 .000 248.026.000 

205 Man onjaya Margahayu 1.2 15.118.000 486.047.200 486.047.200 243.023.600 

206 Ma nonjaya Batusumu r 1.258 .341.000 503.336.400 503.336.400 251.668.200 

207 Man onjaya Gunajaya 1.048.816.000 419.526.400 419.526.400 209.763.200 

208 Gunu ng Tanjung Cin unjang 1.204.322 .000 481.728.800 481.728.800 240.864.400 

209 Gun u ng Tanjung Gu nu ngtanjung 1.100.982.000 440.392.800 440 .392.800 220.196.400 

210 Gunu ng Tanjung Bojongsari 1 .437.243.000 574.897.200 574.897.200 287.448.600 

211 Gun u ng Tanju ng Jatijaya 1.135.480.000 454.192.000 454.192.000 227 .096.000 

212 Gunung Tanju ng Tanjungsari 1.145.988.000 458.395.200 458.395.200 229.197.600 

213 Gunu ng Tanjung Giriwangi 1.265.406.000 506.162.400 506.162.400 253.081.200 



214 Gu nung Tanjung Ma latisu ka 1.518.281.000 607.312.400 607.312.400 303.656.200 

215 Singap arna Cikunten 970.967.000 388.386.800 388.386.800 194.193.400 

2 16 Singaparna S ingaparna 980.315.000 392.126.000 392.126.000 196 .063.000 

217 S ingaparna Cipakat 988.605.000 395.442.000 395.442.000 197.721.000 

218 Singapal'na Cintaraja 1.232.347.000 492 .938.800 492 .938.800 246.469.400 

219 Singaparna Ciku nir 1.081.001.000 432.400.400 432.400.400 216.200.200 

220 Singapa rna Cokadongdong 1.075.339.000 430.135.600 430.135.600 215.067.800 

221 Singaparn a S ukaasih 971.550.000 388.620.000 388.620.000 194.310.000 

222 Singaparna Sukamulya 932.512 .000 373.004.800 373.004 .800 186.502.400 

223 Singaparna S ingasari 1.097.667.000 439.066 .800 439.066.800 219.533.400 

224 Singapama Sukaherang 1.080.492.000 432 .196.800 432.196.800 2 16 .098.400 

225 Ma ngu nreja S ukasukur 1.051.359.000 420.543.600 420.543.600 210 .27 1.800 

226 Mangunreja Salebu 1.094.253.000 437.701.200 437 .701.200 218.850.600 

227 Mangunreja Mangunreja 1.116.373.000 446.549.200 446.549.200 223.274.600 

228 Mangunreja Margajaya 1.260.006.000 504.002.400 50 4 .002.400 252 .001.200 

229 Mangunreja Pasirsalam 1.149.195.000 459.678 .000 459 .678.000 229.839.000 

230 Ma ngunreja Su kaluyu 1.041.311.000 416.524.400 416.524.400 208.262 .200 

231 Sukarame S u karame 1.090.266.000 436 .106.400 436.106.400 2 18 .053.200 

232 S u karame Sukamenak 1.224.357.000 489.742.800 489.742.800 244 .871.400 

233 S ukarame Sukakarsa 1.092.954.000 437.181.600 437.181.600 2 18.590.800 

234 Sukaram e Padasuka 1.005.554.000 402.221.600 402.221.600 201.110.800 

235 Sukarame Sukarapih 996.668 .000 398.667.200 398.667 .200 199.333.600 

236 S u karame Wa rgakerta 947.303.000 378.921.200 378.921.200 189.460.600 

237 Ciga lontang Kersam aju 1.107.596.000 443.038.400 443.038.400 221.519.200 

238 Cigalon tang Nangtang 1 .263.318.000 505.327.200 505.327 .200 252 .663.600 

239 Cigalontang Pu sparaja 1.031.940.000 412.776.000 412 .776.000 206.388.000 

240 Cigalontang Jayapura 899.906.000 359.962.400 359.962.400 179.981.200 

241 CigaJontang Lengkongjaya 1.062 .843.000 425.137 .200 425.137.200 212 .568.600 

242 Cigaiontang Nangerang 898.134.000 359.253.600 359.253.600 179.626.800 

243 Cigalontang S ukamanah 950.470.000 380.188.000 380.188.000 190.094.000 

244 Cigalontang Simaraja 1.174.600.000 469.840.000 469.840.000 234.920.000 

2 45 Cigalontang Cidugaleun 1.273.128.000 509.251.200 509.251.200 254.625.600 

246 Cigalontang Parentas 1.314.879.000 525.951.600 525.951.600 262.975.800 

247 Cigalon tang Puspamukti 1.091.480.000 436.592 .000 436.592.000 218.296.000 

248 Cigalontang Tenjonagara 1.187.795.000 475.118.000 475.118.000 237.559.000 

249 Ciga!on tang Cigalontang 1 .150.583.000 460.233.200 460 .233 .200 230.116.600 

250 Ciga lontang Sirnagalih 1.353.615.000 541.446.000 541.446.000 270.723.000 

251 Cigalontang Tanjungkarang 1.268.739.000 507.495.600 507.495.600 253 .747.800 

252 Cigalon tang Sirnaputra 1.300.203.000 520.081.200 520.081.200 260.040.600 

253 Leuwisari Arjasari 1.029.977 .000 411 .990.800 411. 990.800 205.995.400 

254 Leuwisari Ciawang 965 .119.000 386.047.600 386.047.600 193 .023.800 

255 Leuwisari Cigadog 993.234.000 397.293.600 397.293.600 198.646.800 

256 Leuwisari Linggawangi 1.080.191.000 432 .076.400 432.076.400 2 16 .038.200 

257 Leuwisari Jayamu kti 988.236.000 395.294.400 395.294.400 197.647 .200 



258 Leuwisa.i Mandalagiri 1.047.446.000 418.978.400 418.978.400 209.489.200 

259 Leuwisari Linggamulya 1.048.770.000 419.508.000 419.508.000 209.754.000 

260 Padakembang Cilampunghilir 1.100.556.000 440.222.400 440.222.400 220.111.200 

261 Padakembang Rancapaku 1.011.165.000 404.466.000 404.466.000 202 .233.000 

262 Padakembang Mekarjaya 1.229.891.000 491.956.400 49 1.956.400 245.978.200 

263 Padakembang Cisaruni 1.008.428.000 403.371.200 403.371.200 201.685.600 

264 Padakembang Padakembang 1.118.263.000 447.305.200 447.305.200 223.652.600 

265 Sariwangi Sariwangi 1.035.112.000 414.044.800 414.044.800 207.022.400 

266 Sariwangi Sukaharja 1.285.525.000 514.210.000 514.210.000 257.105.000 

267 Satiwangi Jayaratu 1.221.132.000 488.452.800 488.452.800 244.226.400 

268 Satiwangi Linggasirna 1.062.506.000 425.002.400 425.002.400 212.501.200 

269 Sariwangi Sirnasari 964.594.000 385.837.600 385.837.600 192.918.800 

270 Sariwangi Sukamulih 946.031.000 378.412.400 378.412.400 189.206.200 

271 Sariwangi Selawangi 947 .372.000 378.948.800 378.948.800 189.474.400 

272 Sariwangi Jayapucra 1.021.626.000 408.650.400 408.650.400 204.325.200 

273 Suka.atu Linggajati 1.251.984.000 500.793.600 500.793.600 250.396.800 

274 Sukaratu Tawangbanteng 1.069.507 .000 427.802.800 427.802.800 213.901.400 

275 Sukal'atu Sina,gar 1.175.902.000 470.360.800 470.360.800 235.180.400 

276 Sukaratu Ounungsari 1.292.708.000 517.083.200 517.083.200 258.541.600 

277 Sukaratu Sukamahi 1.109.398.000 443.759.200 443.759.200 221.879.600 

278 Sukaratu Sukagalih 1.086.618.000 434.647.200 434.647.200 217.323.600 

279 Sukaratu Sukaratu 1.232.715.000 493.086.000 493.086.000 246.543.000 

280 Sukaratu Indrajaya 1.089.784.000 435.913.600 435.913.600 217.956.800 

281 Cisayong Cisayong 1.064.215.000 425.686.000 425.686.000 212.843.000 

282 Cisayong Sukajadi 1.126.606.000 450.642.400 450.642.400 225.321.200 

283 Cisayong S ukasukur 1.108.861.000 443.544.400 443.544.400 221.772.200 

284 Cisayong Sukamukti 1.064.069.000 425.627.600 425.627.600 212.813.800 

285 Cisayong Nusawangi 1.019.537.000 407.814.800 407.814.800 203.907.400 

286 Cisayong Cikadu 1.048.155.000 419 .262.000 419.262.000 209.631.000 

287 Cisayong Cileuleus 1.317.341.000 526.936.400 526.936.400 263.468.200 

288 Cisayong Jatihu.ip 994.367.000 397.746.800 397.746.800 198.873.400 

289 Cisayong Sukasetia 1.189.156.000 475.662.400 475.662.400 237 .831.200 

290 Cisayong PUl'wasari 1.085.988.000 434.395.200 434.395.200 217.197.600 

291 Cisayong Sukaraharja 1.014.656.000 405.862.400 405.862.400 202.931.200 

292 Cisayong Mekarwangi 1.055.147.000 422.058.800 422.058.800 211.029.400 

293 Cisayong Santanamekar 1.128.001.000 451.200.400 451. 200 .400 225.600.200 

294 Sukahening Banyurasa 1.340.106.000 536.042.400 536.042.400 268.021.200 

295 Sukahening Calincing 1.071.281.000 428.5 12.400 428.512.400 214.256.200 

296 Sukahening Sukahening 1.219.167.000 487.666.800 487.666.800 243.833.400 

297 Sukahening Kiarajangkung 1.076.317.000 430.526.800 430.526.800 215.263.400 

298 Sukahening Kudadepa 1.212.500.000 485.000.000 485.000.000 242.500.000 

299 Sukahening Banyuresmi 1.081.754.000 432.701.600 432.701.600 216.350.800 

300 Sukahening Sundake.ta 1.114.571.000 445.828.400 445.828.400 222.914.200 

301 Rajapolah Dawagung 1.035.958.000 414.383.200 414.383.200 207.191.600 



302 Rajapolah Rajapolah 1.016.847.000 406.738.800 406.738.800 203.369.400 

303 Rajapolah Manggungjaya 1.158.454.000 463.381.600 463.381.600 231.690.800 

304 Rajapolah Manggungsari 978 .2 17.000 391.286.800 391.286 .800 195.643.400 

305 Rajapolah Sukaraja 1.061.550.000 424.620.000 424.620.000 212.310.000 

306 Rajapolah Rajamandala 1.314.923.000 525.969.200 525.969.200 262.984.600 

307 Raja polah Sukanagalih 999.007.000 399.602.800 399.602.800 199.801.400 

308 Rajapolah 'I'anjungpura 1.041.384.000 416.553.600 416.553.600 208.276.800 

309 Jamanis Condong 1.238.392.000 495.356.800 495.356.800 247 .678.400 

310 Jamanis Bojonggaok 1.238.907.000 495 .562.800 495.562.800 247.781.400 

3 11 Jaman is Sindangraja 1.196.57 1.000 478.628.400 478.628.400 239.314.200 

3 12 Jamanis Karangmulya 1.3 16.480.000 526.592.000 526.592.000 263.296.000 

3 13 Jamanis Geresik 1.167.323.000 466.929.200 466.929.200 233.464.600 

3 14 Jamanis Karangsembung 999.423.000 399.769.200 399.769.200 199.884.600 

315 Jamanis TanjungmekaI' 1.032.189.000 412.875.600 412.875.600 206.437 .800 

316 Jamanis Karangresik 1.054.794 .000 421.9 17 .600 421.917.600 2 10.958.800 

3 17 Ciawi Gom bong 1.010.479.000 404 .191.600 404 .19 1.600 202.095.800 

3 18 Ciawi Bugel 1.377.987.000 551.194.800 551.194.800 275.597 .400 

319 Ciawi Margasari 1.203.464.000 481.385.600 481.385.600 2 40 .692.800 

320 Ciawi Pakemitan 1.038.921.000 415.568.400 415.568.400 207 .784.200 

321 Ciawi Ciawi 965.168.000 386.067.200 386.067 .200 193 .033.600 

322 Ciawi Sukamantri 1.049.985.000 419.994.000 4 19.994.000 2 09 .997.000 

323 Ciawi Pasil'huni 1.154.105.000 461.642.000 461.642.000 230 .821.000 

324 Ciawi Citamba 1.218.685.000 487.474.000 487.474.000 243.737.000 

325 Ciawi Kertamukti 1.082. 155 .000 4 32.862.000 432.862.000 2 16.431.000 

326 Ciawi Kurniabakti 1.125.802.000 450.320.800 450.320.800 225.160.400 

327 Ciawi Pakamitankidul 1.055.237.000 422.094.800 422 .094.800 2 11.047.400 

328 Kadipaten Kadipaten 1.317.298.000 526.919.200 526.9 19.200 263.459.600 

329 Kadipaten Dirgah ayu 1.173.808.000 469.523.200 469.523.200 2 34.761.600 

330 Kadipaten Cibahayu 1.496.673.000 598.669.200 598.669.200 299.334.600 

331 Kadipaten Mekarsru:i 1.311.554 .000 524.621.600 524.621.600 262.310.800 

332 Kadipaten Buniasih 1.127 .303.000 450.921.200 450.921.200 225.460.600 

333 Kadipaten Pamoyanan 1.348.800.000 539.520.000 5 39.520.000 269.760.000 

334 Pagerageu ng Cipacing 1.031.519 .000 412.607.600 41 2.607.600 206.303.800 

335 Pagel'ageung Pagerageung 1. 104.268.000 441. 707 .200 44 1.707 .200 220 .853.600 

336 Pagerageung Sukamaju 1.030.457.000 412.182 .800 412 .182.800 206.091.400 

337 Pagerageung Tanj ungkerta 1.184.570.000 473.828.000 473.828.000 236.914 .000 

338 Pagerageung Puteran 967. 121.000 386.848.400 386.848.400 193.424.200 

339 Pagerageung Guranteng 1.259.920 .000 503.968.000 503.968.000 251.984.000 

340 Pagerageung Nanggewer 1.161.106.000 464.442.400 464.442.400 232.221.200 

341 Pagel'ageung Sukapada 1.164.597.000 465.838.800 465.838.800 232.9 19.400 

342 Pagerageung Pagersari 1.034.203.000 413.681.200 413.681.200 206.840.600 

343 Pagerageung Sukadana 923.355.000 369.342.000 369.342.000 184.671.000 

344 Sukaresik Cipondok 1.041.001.000 416.400.400 416.400.400 208 .200.200 

345 Sukaresik Sukamenak 1.162.695 .000 465.078.000 465.078.000 232.539.000 



346 Sukaresik Sukaratu 969.559.000 387.823.600 387.823.600 193.911.800 

347 Sukaresik Banjarsrui 1.200.499.000 480.199.600 480.199.600 240.099.800 

348 Sukaresik Tanjungsari 1.209.219.000 483.687.600 483.687.600 241.843.800 

349 Sukaresik S u kapancar 1.008.621.000 403.448.400 403.448.400 201.724.200 

350 Sukaresik Sukaresik 1.002.016.000 400.806.400 400.806.400 200.403.200 

351 Sukaresik Margamulya 1.021.071.000 408.428.400 408.428.400 204.214.200 

Tahap I Tahap II Tahap III 
JUMLAH TOTAL 

403.244.314.000 161.297.725.400 161. 297 . 725.400 80.648.864.800 

BUPATI KMALAYA, 



LAMPlRAN II : 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
1 TJ.HUN 2020 

TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN DANA DESA KABUPATEN TASIKMALAYA 
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KOP SURAT 

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA 

Yang bertandatangan dibawah ini : 
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LAM PI RAN III 
NOMOR 
TENTANG 

: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
: 7 TAHUN 2020 
: TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

RINCIAN DANA DESA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 

ANGGARAN 2020 

PEDOMAN UMUM TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA 
YANG BERSUMBER DAR! ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020 

1. LATAR BELAKANG 
Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2019 

sebagai pedoman bagi Pemerintah D aut ngelola penetapan 
prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan ta a kelola Desa 
yang demokratis dan berkeadilan sosial. 

Desa dimandatkan oleh Undang-Undang Desa untuk di 10 seeara 
d mokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa seeara demo atis 

milih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan De ang 
"elanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintaha Desa. 
K pala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan adan 
P rmu s awaratan Desa menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa 
dalam mengatur dan mengurus urusa pemerintahan dan rusan 
rna yarakat. Undang-Undang De a juga memandatkan bahwa terk it hal
hal strategis di Desa harus diba has dan disepakati dalam mu s awarah 
Desa yang diselenggarakan oleh a an ermusyawara an Des . Hasil 
mu ya arah Desa wajib dipedomani ole epala a untuk meru uskan 
kebijakan Pemerintah Desa. Dengan de ·kan, Undang-U dang Desa 
meman atkan penggabungan demo a i erw i an a g iw judkan 
mel u i pemilihan kepala Desa dan pe ilihan anggota Badan 
Per u syawaratan Desa dengan d mokrasi m u syawara t yang 
di j kan denan pen elenggaraan mus awarah De a . 

elaksanaan kegiatan dari berba gai umber anggar di esa harus 
men aeu pada regulasi yang telah iterbi an baik 0 eh pemerintah pusat 
maup n pemerin tah daerah Kabu paten Ta i alaya . Denga demikian 
Pedom umum pelaksanaan teknis Dana De a ini me upakan euan yang 
dapat digunakan oleh pemerintah sa dan pihak-pihak terkait khususnya 
dalam pelaksanaan pembangun au kegiatan yang di anai oleh Dana 
Desa berdasarkan regulasi yang berlaku. 

Arah Kebijakan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 diutamakan untuk 
peningkatan sumber daya manusia an mengatasi kemiskinan dengan 
menerapkan pola padat karya tunai, kegiatan intervensi peneegahan 
stunting terintegrasi dan progra pengentasan kemiskinan. Pemerintah 
Desa diharapkan lebih proaktif dalam melaksanakan arah kebijakan 
pengelolaan Dana Desa. 

II. DASAR HUKUM 

Peraturan yang mendasari disusunnya Pedoman Umum Teknis 
Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 adalah : 

" 
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1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah. 

3 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belan'a Neg a sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perat ran Pemerintah 
Nomo 8 Tah un 2016 t n t Peru -aha Ked a A a s eraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang er mber 

ari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . 

eraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 20 Tahun 2018 te tang 
engelolaan Keuangan Desa. 

6. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Terti al dan Tra s igrasi 
N mor 17 Tahun 2019 tent Pedoman Umum Pemba u na n dan 
Pemberda an Masyarakat Desa. 

7. Peraturan Menteri Desa embangunan aerah ertingga l dan 
Transmigrasi omor 11 Ta u 2 9 tent gene an Prioritas 

en ggunaan Dana De a ahun 2 20 . 

8. era t ran enteri Desa emban aerah 1 dan 
<A-L ..L~>..L..L..L..L· .grasi Nomor 16 T h n 2 9 g 

9. eraturan Menteri Keu gan Republik ndonesia Nomor 
20S/PM .07/2019 tentang Peng lolaan Dan Desa. 

10. Pera uran Menteri Ke ga n N r 6 1/P . 7 / tentang 
e oman Penggun aa n ransfer ke ae ah dan D untuk 

men du u ng Pelaksan aan Kegia an 
Terin tegrasi. 

In erven i P ncega Stunting 

11. Pera turan Daerah Kabu pa en 
tentang Anggaran Pen apat 
2020. 

alaya Nomor 9 T hun 2019 
dan B lanja Daer h ahun Anggaran 

12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 168 ahu 2019 tentang Tata 
Cara Pengadaan Barang an Jasa di D sa 

III. TUJUAN 

Tujuan dari penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan Teknis Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Tasikmalaya adalah : 
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1. Meningkatkan pelayanan Pernerintah Desa untuk kesejahteraan 
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kerniskinanan rnelalui pernenuhan kebutuhan dasar, pernbangunan 
sarana dan prasarana desa, pengernbangan potensi ekonorni lokal, 
serta pernanfaatan surnber daya alarn dan lingkungan secara 
berkelanjutan yang di danai dari Dana Desa dan Pe1aksanaan Kegiatan 
Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. 

2. Sebagai petunjuk dalam melakukan pelaksanaan penggunaan Dana 
Desa Tabun 2020. 

IV. KETENTUAN UMUM 

1. Pernerintab Desa bertanggungjawab terhadap setiap penggunaan 
anggaran dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa. 

2. Kornposisi penggunaan anggaran Dana Desa rneliputi kornponen : 
a. Belanja Modal 
b. Belanja Barang dan Jasa. 
c. Belanja Tak Terduga 
d. Komponen belanja dimaksud telab diperhitungkan dengan 
pengenaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 

3. Biaya Urnurn atau sebutan lain untuk proses perencanaan kegiatan 
dan operasional pelaksanaan kegiatan seperti : ATK, dokurnentasi, 
pelaporan, transport, biaya rapat dan insentif/honor/sebutan lain 
untuk Pelaksana Kegiatan/TPK rnenjadi bagian dari biaya operasional 
desa yang dianggarkan dalarn APBDes dengan surnber pendanaan dari 
alokasi lainnya yang sesuai dengan peraturan atau dialokasikan diluar 
dari anggaran Dana Desa. 

4. Pelaksanaan Dana Desa dengan menggunakan pola Padat Karya TunaL 

5 . Dana Desa dipergunakan untuk pelaksanaan Pembangunan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Kewenangan Desa. Prioritas 
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dapat digunakan 
untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang 
bersifat lintas bidang dan jenis usulan Dana Desa mengacu pada 
Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 
Tabun 2019 tentang Prioritas Usulan Dana Desa Tabun 2020. 

6. Dana Desa dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan 
kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi. 

7. Kegiatan dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari 
Kasi/Kaur sesuai dengan bidangnya dan dapat dibantu Tim Pelaksana 
Kegiatan (TPK), yang mernpunyai tugas sebagai pelaksana kegiatan 
dilapangan dan sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa, TPK 
dimaksud terdiri dari unsur masyarakat dan perangkat desa, perangkat 
desa dirnaksud adalah kepala wilayah. 

8 . Tenaga Pendarnping Profesional 
pendampingan terhadap proses 
Pelaporan Dana Desa. 

Desa melaksanakan tugas 

Perencanaan, Pelaksanaan dan 

9. Pernerintah Desa wajib rnelaksakan Publikasi kegiatan Dana Desa. 

10. Administrasi Keuangan menggunakan Aplikasi Siskeudes dan 
administrasi lainnya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku . 
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11. Desa yang mendapatkan Alokasi Mirmasi (AA) wajib mempergunakan 
Alokasi Afirmasi untuk kegiatan Penanggulangan Kemiskinan. 

V. ALUR PENYALURAN DANA DESA 

1. Pemerintah Desa menyampaikan Dokumen Perencanaan dan Dokumen 
pelaksanaan Kegiatan Dana Desa kepada Bupati dengan tembusan 
kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Camat. 

2. Dalam penyampaian Dokumen Perencanaan dan Dokumen 
pelaksanaan seperti yang dimaksud pada angka 1, sebelumnya 
dilaksanakan verifikasi di tingkat kecamatan oleh Tim Verifikasi 
Kecamatan. 

3. Camat membentuk Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Dana Desa yang 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat, terdiri dari : 

a. Ketua Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 
b. Sekretaris Unsur Pemerintahan Kecamatan 
c. Anggota Unsur Pemerintahan Kecamatan lainnya dan 

pendamping profesional 

4. Tim melaksanakan verifikasi faktual lapangan dan kelengkapan 
dokumen kegiatan penyaluran Dana Desa setiap tahapan. 

5. Camat membuat Rekomendasi Penyaluran Dana Desa setiap tahapan 
yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya c.q Kepala Dinas Sosial 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, mengacu kepada hasil Verifikasi Kecamatan. 

6. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ekonomi Kecamatan 
menyampaikan surat rekomendasi PenYaluran Dana Desa dilampiri 
Dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa. 

VI. DOKUMEN KEGIATAN DANA DESA 

1. Dokumen Perencanaan Dana Desa 
a. Surat Pengantar Dokumen Kegiatan Dana Desa dari Pemerintah 

Desa. 
b. Tanggal dan Nomor Register Dokumen disesuaikan pada saat 

pembuatan. 
c. Peraturan Desa dan lampiran Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJM Desa). 
d. Peraturan Desa dan lampiran Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKP Desa) tahun 2020. 
e . Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. 

f. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan kasi/kaur sebagai 
Pelaksana Kegiatan. Dan apabila membentuk Tim Pelaksana 
Kegiatan (TPK) maka dilengkapi dengan Berita Acara Musyawarah 
pembentukan TPK dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang 
Pengangkatan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). 

g. Berita acara musyawarah penetapan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa; 
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h . Berita acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan 
Standar Harga material dan Upah Hari Orang Kerja (HOK) di Desa. 

i. Rencana Anggaran dan Biaya. 
J. Photo Lokasi Kegiatan 0 % setiap item kegiatan infrastruktur dan 

dilengkapi dengan titik kordinat lokasi. 
k. Desain Garnbar Rencana Kegiatan. 
1. Untuk kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas, harus disertakan 

dengan daftar peserta pelatihan. rencana narasumber, jadwal 
pelaksanaan, matrix pelatihan yang memuat materi pelatihan dan 
capaian tujuan kegiatan yang diharapkan. 

m. Untuk Bantuan Permodalan BUMDES melampirkan : 
Laporan Pertanggungjawaban BUMDES 
Analisa kelayakan usaha diperiksa dan disetujui tenaga 
professional, dinas terkait atau tenaga ahli yang membidangi 
Perdes Pembentukan BUMDES dan Surat Keputusan Kepala 
Desa tentang Pengangkatan Pengurus BUMDES. 
Rencana Anggaran dan Biaya 
Kegiatan usaha BUMDES yang akan dijalankan harus 
meningkatkan ekonomi lokal desa 

2 . Penyaluran Dana Desa 
a. Kelengkapan Dokumen Penyaluran Dana Desa Tahap 1 

1) Rekomendasi Carnat. 
2) Peratu ran Desa mengenai APBDes. 
3) Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa. 
4) Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam 

bentuk hardcopy, sojtcopy dan sojtcopy foto I dokumentasi 0%. 
5) Surat pengantar Penyaluran Tahap I dari Pemerintah Desa 

ditujukan kepada Kepala Bu pati Tasikarnalaya. 
6) Photo Copy Rekening Desa rangkap 2 (dua). 
7) Rencana Penggunaan Dana dan Rencana Anggaran Biaya 

usulan kegiatan tahap I rangkap 2 (dua) 
8) Pakta Integritas rangkap 2 (dua) stempel dan tanda tangan asli 

1 (satu) bermaterai 6000 . 
b. Kelengkapan Dokumen Penyaluran Dana Desa Tahap II 

1) Rekomendasi Camat. 
2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya. 
3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling 
sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 350/0 (tiga puluh lima 
persen) 

4) Surat Permohonan Pencairan Tahap II ditujukan kepada 
Bupati Kabupaten Tasikmalaya. 

5) Pakta Integritas rangkap 2 (dua) stempel dan tanda tangan asli 
1 (satu) bermaterai 6000 ,-. 

6) Foto 0% tahap II. 
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c. Kelengkapan Dokumen Penyaluran Dana Desa Tahap III 
1. Rekomendasi Camat. 
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling 
sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 750/0 (tujuhpuluh 
lima persen ). 

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran 
sebelumnya. 

4. Surat Permohonan Penyaluran Tahap III ditujukan kepada 
Bupati Tasikmalaya. 

5. Pakta Integritas rangkap 2 (dua) stempel dan tanda tangan asH 
1 (satu) bermaterai 6000,-. 

6. Foto 0% tahap III . 

VII. PELAKSANAAN KEGIATAN DI DESA 

1. Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit : 

a. Rapat kerja pelaksanaan 
b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan; 
c. Perubahan pelaksanaan kegiatan; 
d. Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah; 
e. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan; 
f. Pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan 
g. Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan. 
h. Dana Desa sifatnya stimulan oleh karen a itu pelaksana kegiatan 

mengajak masyarakat untuk ikut gotong royong menyediakan 
bahan material, tenaga, maupun sumbangan biaya sebagai bagian 
dari swadaya masyarakat desa. 

2. Pembuatan/penyusunan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) 

a. RAB sebagai lampiran RKP Desa sehingga penyusunan RAB 
dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKP Desa. 

b. Penyusunan RAB diawali dengan survey teknis untuk mendapatkan 
data teknis kegiatan dan sebagai dasar dari penentuan jenis 
konstruksi, pembuatan gambar rencana dan perhitungan volume. 

c. Penyusunan RAB dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan 
dibantu oleh dinas terkait, pendamping profesional dan/atau tenaga 
ahli profesional, 

d. Harga satuan barang dan jasa untuk pekerjaan infrastruktur 
berdasarkan survey harga pasar setempat atau harga pasar 
terdekat dan/atau musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Desa. 

e. Harga satuan barang dalam RAB sudah termasuk pajak. 
f. Penyusunan RAB harus mengacu kepada anaHsa harga satuan 

pekerjaan yang sah dan referensi lain yang bisa 
dipertanggungjawabkan. 
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g. Penganggaran untuk upah kerja (HOK) minimal 30 %, jumlah 
tersebut dihitung dari jumlah Dana Desa yang digunakan untuk 
membiayai kegiatan infrastruktur atau bidang pelaksanaan 
pembangunan Desa. 

h . Jumlah 30% untuk pembayaran upah kerja (HOK) mencakup 
pembayaran tenaga keIja untuk mengangkut bahan material untuk 
bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan 
pembangunan. 

1. Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga 
kerja ahli serta tenaga masyarakat desa setempat yang ditetapkan 
sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa; dan 

j. Besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan batas atas upah 
tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan 
musyawarah desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati tentang 
besaran upah tenaga kerja (Hari Orang Kerja/HOK). 

k. Tenaga kerja yang akan terlibat padat karya tunai didata untuk 
memastikan perhitungan 30% pembayaran upah tenaga kerja. 
Warga masyarakat Desa yang berpotensi menjadi tenaga kerja 
dalam pelaksanaan padat karya tunai meliputi : 
1) penganggur, setengah penganggur dan warga miskin; 
2) anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/ atau kekurangan 

gizi kronis (stunting) 

3) pencari nafkah utama keluarga; 
4) laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak

anak; 
5) petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan 

menunggu masa tanam/panen. 
6) tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (diputus hubungan 

kerja). 
1. Sebagai lampiran RAB mencakup : 

Sketsa lokasi kegiatan, dokumen survey teknis, gambar desain, 
perhitungan volume, survey harga bahan, alat, kesepakatan 
pembayaran upah kerja, perhitungan RAB, kajian sederhana 
mengenai dampak lingkungan, pernyataan hibah lahan dari 
rnasyarakat, pernyataan kesanggupan tidak menuntut ganti rugi, 
kesanggupan swadaya dan gotong royong, rencana penggunaan 
alat berat, pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan, data 
pemanfaat. Gambar rencana wajib diperiksa dan disetujui oleh 
dinas/intansi terkait, tenaga pendamping professional dan/atau 
tenaga ahli profesional. 

rn. Setiap titik lokasi kegiatan infrastruktur wajib merna sang Papan 
Proyek dan Prasasti. 

3. Proses Pengadaan Barang dan J asa 

a. Sebelum melaksanakan kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Tim 
Pengelola Kegiatan wajib melaksanakan penetapan pihak yang akan 
menyediakan kebutuhan bah an dan/atau jasa melalui proses 
pengadaan barang dan jasa. 
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b. Pada pnnslpnya kegiatan dilakukan secara swakelola dengan 
memperhatikan : 
1) Memaksimalkan penggunaan material/bahan yang disediakan 

masyarakat di wilayah setempat . 
2) Dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan 

partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan 
keIja dan pemberdayaan masyarakat. 

3) Bila tidak dapat dilaksanakan secara swakelola pengadaan 
barang/jasa dapat dilaksanakan oleh penyedia (suplier) 
barang/ jasa yang dianggap marnpu. 

c. Secara garis besar pengadaan barang oleh penyedia (suplier) 
dilakukan dengan cara : 
1) Pembelian Langsung, dilaksanakan untuk pengadaan sampai 

dengan Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Pembelian 
Langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: 
a) Kasi/Kaur/TPK rnernbeli barang/jasa kepada satu Penyedia; 
b) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia 

untuk memperoleh harga yang lebih murah; 
c) transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas 

nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 
d) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung 

dapat dilakukan kepada Penyedia yang sarna dalam jangka 
waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut. 

e) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, 
Kasi/Kaur /TPK melakukan Pembelian Langsung kepada 
Penyedia lain di Desa setempat atau sekitar. 

f) Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu 
menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat 
melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia yang sarna. 

2) Permintaan Penawaran, dilaksanakan untuk Pengadaan sampai 
dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah). 
Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai 
berikut: 
a) TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) 

Penyedia. 
b) Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, 

Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) 
Penyedia tersebut. 

c) Pemintaan penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dilampiri persyaratan teknis berupa: 
Kerangka Acuan Kerja (KAK); rincian barang/jasa; volume; 
spesifikasi teknis; gambar rencana kerja (apabila diperlukan); 
waktu pelaksanaan pekerjaan); dan formulir surat pernyataan 
kebenaran usaha. 

d) Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana 
dimaksud dalam dokurnen le1ang dan harga disertai surat 

pemyataan kebenaran usaha; 
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e) TPK mengevaluasi penawaran Penyedia; 
f) Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila me menu hi 

persyaratan teknis dan harga; 
g) Dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK 

menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah 
sebagai pemenang untuk melaksanakan pekeIjaan; 

h) Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan 
harga yang sarna, rnaka TPK rnelakukan negosiasi (tawar
rnenawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga 
yang lebih murah; 

i) Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK 
melakukan negosiasi (tawar-rnenawar) dengan Penyedia 
untuk memperoleh harga yang lebih murah; 

j) Hasil negosiasi harga (tawar-menawar), dituangkan dalam 
Berita Acara Hasil Negosiasi; 

k) Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau 
surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan 
anggaran dengan Penyedia; dan 

1) Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, 
Perrnintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) 
Penyedia tersebut. 

3) Lelang dilaksanakan untuk Pengadaan di atas Rp 200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah). 
Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut 
pengumuman Lelang; pendaftaran dan pengambilan Dokumen 
Lelang; pemasukan Dokumen Penawaran; evaluasi penawaran; 
Negosiasi; dan penetapan pemenang. 
Mekanisme pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud diatas 
dilakukan dengan cara: 
a) TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia 

menyampaikan penawaran tertulis. 
b) Pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah 

diakses oleh rnasyarakat, sekurang-kurangnya di papan 
pengumuman desa. Pengumuman Pengadaan sekurang
kurangnya berisi: Nama paket pekeIjaan; nama TPK; lokasi 
pekerjaan; ruang lingkup pekeIjaan; nilai total HPS; jangka 
waktu pelaksanaan pekeIjaan; dan jadwal proses Lelang. 

c) Bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapat 
mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk 
mengiku ti Lelang. 

4) Mekanisme pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang 
dilakukan dengan cara: 
a) Penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti Lelang; dan 
b) TPK memberikan dokumen Lelang kepada Penyedia yang 

mendaftar. 
- Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang dilakukan 

Penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis yang 
berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan 
harga kepada TPK. 
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- Evaluasi Penawaran dilaksanakan oleh TPK dengan 
melakukan evaluasi dokumen administrasi serta 
penawaran teknis dan harga. 

- Negosiasi sebagaimana dilakukan dengan memperhatikan 
kondisi sebagai berikut: 
• apabila terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, 

maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) yang 
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi; 

• atau apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang 
lulus menawar dengan harga yang sarna, maka TPK 
melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap 
Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah 
yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi. 

- Penetapan Pemenang dilakukan oleh TPK kepada Penyedia 
yang memiliki harga penawaran terendah. 

- Transaksi dituangkan dalam bentuk surat peIjanjian 
an tara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran 
dengan Penyedia. 

c) Proses pelaksanaan wajib dilaksanakan dengan swakelola 
dengan memperkerjakan masyarakat desa setempat kecuali 
untuk kegiatan tertentu (bukan seluruh kegiatan) yang 
memerlukan keahlian khusus dapat dilakukan dengan 
menggunakan jasa tenaga ahli. 

d) Kegiatan infrastruktur untuk pengadaan barang yang dapat 
didatangkan terlebih dahulu, TPK melakukan pemesanan 
pengiriman barang sesuai kebutuhan berdasarkan rencana 
kalender waktu pekeIjaan dan penyedia (suplier) barang wajib 
mengirim barang berdasarkan pesanan TPK dan tidak ada 
uangmuka. 

e) TPK wajib mengarsipkan dengan tertib dan aman seluruh 
administrasi proses pengadaan barang dan jasa oleh penyedia 
seperti surat undangan, penawaran, Berita Acara, Surat 
PeIjanjian kontrak dan lain-lain. 

£) Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Desa menjadi laporan 
TPK kepada Kasi/Kaur dalam bentuk Dokumen Laporan Hasil 
Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. 

4. Penatausahaan Keuangan di Desa 

a. Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak 
dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa. 
b . Kaur Keuangan wajib membuat Buku pembantu Kas Umum yang 

terdiri atas Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan 
Buku Pembantu Panjar 

c. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung 
dengan bukti yang lengkap dan sah dengan pengesahan oleh 
Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari 
penggunaan bukti tersebut. 
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d. Kaur Keuangan sebagai wajib/pungut pajak, wajib menyetorkan 
seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke 
Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
Perundang-undangan. Setiap penarikan dan penyetoran pajak 
tersebut dicatat pada Buku Kas Umun dan Buku Pembantu 
Pajak. 

e. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku pembantu Pajak 
Dan Buku Pembantu Panjar ditutup setiap akhir bulan. 

f. Untuk Buku Kas Umum ditandatangani oleh kaur Keuangan 
diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. 

g. Buku Kas Pembantu kegiatan dan Buku Pembantu kegiatan 
penerimaan swadaya masyarakat dilaksanakan oleh Kasi/Kaur 
sebagai pelaksana kegia an. 

h. Penatausahaan dimaksud mengacu pada era u ran Menteri 
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20 8 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa dan menggunakan aplikasi siskeudes. 

1. Dana Desa wajib disimpan di Rekening Kas Desa, tidak 
diperkenankan diserah kan seluruhnya kepada Pe sana 
Kegiatan, dan ditarik berdasarkan Surat Permintaan Pem ayaran 
(SPP). 

J. Pelaksana Kegiatan mengajukan pencairan ana kep d Kaur 
Keuangan dengan mengajukan Surat Permintaan Pem ayaran 
(SPP) dan lampirannya. SPP sifatnya untuk membayar bukan 
membeli , artinya sebelu m mengajukan SPP maka barang yang 
dibutuhkan harus sudah tersedia e ih dahulu d' okasi kegiatan, 
kecuali untuk ba ang/material/ ewa ala yang tidak dapat 
didatangkan terlebih dahulu, u tuk hal ters but dapat 
menggunakan panjar. 

k. Proses pengajuan pencairan dana leh Pe aksana Kegiatan 
se bagai beriku t : 
1) Atas barang material a g tel h diadakan a t u dikirim 

pihak penyedia (suplier), atau da a t juga volu e kegiatan 
ya ng telah dilaksanakan, Pelaksana egia melakukan 
pencairan dana kepada aur Keuangan dengan 
mengajukan : 
• Surat perminta n Pembayaran (SPP) y n memuat per 

item barang ata transaksi. 
• Surat Pernyataan Tanggung Jawab Be anja (SPTJB) 
• Bukti-bukti sesuai pengajuan SPP seperti nota 

pernbelian, n ta pengiri an, daftar hadir tenaga kerja, 

bukti sertifikasi oleh pemeriksa bahan dan lain-lain. 
2) Untuk mendukung pembayaran upah keIja (hari orang 

keIja/HOK) dalam rangka mendukung kebijakan Program 
Padat Karya Tunai dimaksud, Pelaksana Kegiatan dapat 
menyampaikan pengajuan Surat Perintah Pembayaran 
(SPP) biaya upah keIja sebelum pekeIjaan selesai atau 
mendahului sebelum jasa diterima, dengan langkah
langkah se bagai beriku t : 
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• Pelaksana Kegiatan mengajukan be saran indikatif 
jumlah uang yang dibutuhkan untuk membayar upah 
pelaksanaan pekerjaan. 

• Pelaksana Kegiatan membuat jadwal pelaksanaan 
pekeIjaan yang memuat perkembangan pekerjaan 
setiap hari. 

• Jadwal pelaksanaan pekerjaan dilengkapi daftar hadir 
pekerja. 

• Pembayaran upah harian dibuktikan dengan daftar 
penerimaan upah harian setiap hari. 

• Rincian perkembangan pekerjaan, daftar hadir pekerja 
dan daftar penerima upah merupakan dokumen 
lampiran dari laporan pelaksanaan pekerjaan. 

3) Sekretaris desa sebelum menandatangani SPP wajib 
memverifikasi atau memeriksa kelengkapan administrasi 
pengajuan serta sertifikasi kesesuaian SPP yang diajukan 
dengan kondisi real di lapangan dalam hal volume barang 
terkirim atau volume pekerjaan yang telah dilaksanakan 
oleh tim pemeriksa. 

4) Kepala Desa menyetujui SPP yang sudah diverifikasi oleh 
Sekretaris Desa untuk se1anjutnya Kaur Keuangan 
melakukan pengeluaran sesuai dengan pengajuan SPP 
kepada Pelaksana Kegiatan. Kaur Keuangan berhak 
melakukan pemotongan langsung untuk pembayaran pajak 
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. 

5) Teknis Pembayaran kepada Penyedia Barang dan Jasa 
dapat dilakukan melalui transaksi tunai dan transfer dari 
Rekening Pemerintah Desa ke Rekening Penyedia Barang 
dan Jasa, dengan persetujuan Kepala Desa. 

6) Bukti atas transaksi tunai tersebut adalah kwitansi 
pencairan dari Kaur keuangan kepada Pelaksana Kegiatan, 
yang telah dipotong pajak dan kwitansi pembayaran kepada 
penyedia barang atau jasa dan untuk bukti transaksi 
melalui transfer / setoran adalah slip transfer / setoran. 

7) Kwitansi d imaksud ditandatangani Pelaksana Kegiatan, dan 
Penerima Pembayaran (Penyedia Barang dan Jasa) . 

8) Untuk pembayaran 250 ribu s .d 1 Juta menggunakan 
kwitansi bermaterai 3000, untuk pembayaran lebih dari 1 
juta menggunakan kwitansi bermaterai 6000. Biaya 
materai dibebankan kepada penyedia (suplier) 

9) Kaur keuangan mencatat proses transaksi per item barang 
pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank dan khusus 
untuk pajak ( bukti pembayaran) dicatat pada Buku Bantu 
Pajak. Untuk kepentingan administrasi, Kaur keuangan 
wajib mendokumentasikan bukti-bukti transaksi. 

10) Pelaksana Kegiatan mencatat semua transaksi kegiatan 
keuangan pad a Buku Kas Pembantu Kegiatan dengan 
dilengkapi bukti-bukti transaksi. 
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1. Untuk Penyertaan Modal Bumdes dilaksanakan melalui 
mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke 
Rekening Bumdes setelah Dana Desa masuk ke Rekening Kas 
Desa dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima Anggaran dari 
Pemerintah Desa ke Pengelola Bumdes. 

m. Proses pengajuan dana akan berulang sesuai progres sampai 
dengan pelaksanaan kegiatan selesai 100%

• 

n. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu kepada rencana kegiatan, 
RAB dan gambar rencana, apabila teIjadi perubahan, maka 
Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan 
Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa. Perubahan 
pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam hal terjadi: 
1) peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir 

dan/atau kerusuhan sosial; 
2) kenaikan harga yang tidak wajar; dan/atau 
3) kelangkaan bahan material. 

Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud di 
atas dilakukan dengan ketentuan: 

penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan 
dalam APB Desa yang bersumber dari swadaya 
masyarakat, bantuan pihak lain, dan/ atau bantuan 
keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah prOVlnSl, 
dan/atau pemerintah kabupaten/kota; 
tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam 
APBDesa, kecuali jika kegiatan: sudah tidak relevan 
dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa; atau 
terdapat peristiwa khusus seperti bencana alam, 
kebakaran, banjir dan atau kerusuhan sosia1. 
tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan 
pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa. 
Dalam hal tim Pelaksana Kegiatan tidak mentaati 
ketentuan Kepala Desa dapat menghentikan proses 
pelaksanaan kegiatan. 
Kepala Desa memimpin rapat keIja untuk membahas dan 
menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan yang 
dituangkan dalam berita acara. Berita acara sebagaimana 
dimaksud pada ayat dilengkapi perubahan gambar desain 
dan perubahan rencana anggaran biaya. Perubahan 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ditetapkan 
dengan kepu tusan Kepala Desa. 

o. Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan 
Desa dengan cara: 
1) memeriksa dan menilai sebagian dan/ atau seluruh proses 

dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan 
2) melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan 

karakteristik dan/ atau jenis kegiatan. 
p. Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 

(tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi: 
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1) persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol 
persen); 

2) perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% 

(lima puluh persen); dan 
3) akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 1000/0 (seratus 

persen) . 
q. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dapat dibantu oleh dinas 

terkait, tenaga ahli danl atau tenaga pen damping profesional 
sesuai bidangnya, dan kemudian melaporkan hasil penilaian dan 
pemeriksaan kepada kepala desa. 

VIII. PELAPORAN, PEMBINAAN, PELESTARIAN DAN PENGAWASAN 

1. Pelaporan 
a. Pelaksana Kegiatan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 

penggunaan Dana kepada Kepala Desa dengan menyertakan bukti 
transaksi dengan tembusan Kepada Camat sebagai bahan 
Rekomendasi Penyaluran tahap selanjutnya. 

b. Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Rencana dan Realisasi 
Pelaksanaan Padat Karya Tunai. sebagaimana format terlampir 

c. Ketua/Direktur BUMDES menyampaikan laporan penggunaan 
dana (penyertaan modal) kepada Kepala Desa. 

d. Kepala Desa menyampaikan laporan setiap tahap penyaluran 
berupa : 
1) Laporan realisasi anggaran Dana Desa dan 
2) capaian output penggunaan Dana Desa berupa softcopy dan 

hardcopy beserta foto kegiatan terbaru. 
3) Laporan Sebagaimana dimaksud ditujukan kepada Bupati 

dengan melampirkan Surat Pengesahan Camat dan telah 
diparaf oleh Kasi PMD; 

e. Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana pada angka 2 (dua) 
dan angka 4 (empat) dilaksanakan dengan cara Kepala Desa 
menyampaikan laporan kepada Camat setempat, untuk 
selanjutnya diteruskan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya. 

f. Laporan Penggunaan Dana oleh Pelaksana Kegiatan dengan 
kelengkapan antara lain : 

1) Surat Pengantar dari Pelaksana Kegiatan. 

2) Kata Pengantar 

3) Daftar Tabel 

4) Daftar lsi 

5) Pendahuluan 

6) Pelaksanaan Pembangunan Desa 

7) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat 

8) Realisasi Biaya : 



Surat Permintaan Pembayaran 

Buku Kas Umum 

Buku Kas Bantu 

Realisasi Anggaran dan Biaya 

9) Bukti transaksi : 

Kwitansi PenerimaanjPembelanjaan 

Nota Pembelian 

Tanda Terima Honor Narasumber (Pelatihan) 

Tanda Bukti Pembayaran HOK 

Fotocopy KTP HOK 

0) Bukti Penerimaan Bahan/Material 

11) Buku Material 

12) Penanganan Pengad an Masyarakat 

13) Penyelesaian Perma salahan, Kendala dan Harnbatan 

14) Penyelesaian Perma alahan 

15) Penyelesaian Kendala dan Hambatan 

16) Perubahan Kegiatan 

17) Sertifikasi Kegiatan 

18) Berita acara serah t r Oma a giatan 

19) Kesimpulan 

20) Lampiran 

Foto Kegiatan 

Materi Pela tihan 

J adwal Kegia tan Pelatihan 

15 

Matrix Pelatih n ( Sasa an Pe a tihan,P serta, Output 
hasil kegiatan ) 

go Forma t laporan dilampiri dokumen tasi hasil pel sanaan kegiatan 
pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya me °puti: 
1) realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran; 
2) foto kegiatan infrastruktur De a ko disi 0%, 40%, 80% dan 

1000/0 yang diarnbil dari su dut pengarnbilan yang sarna; 
3) foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau 

melakukan kegiatan secara gotong royong; 
4) foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalarn 

kegiatan pembangunan Desa; 
5) foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung 

kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; 
6) gambar puma laksana untuk pembangunan infrastruktur 

Desa; 



16 

7) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah 
Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa; dan 

8) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada huruf (g) 
diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan 
bulan Desember tahun anggaran berikutnya. 

h. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan 
kegiatan dengan cara: 

1) menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada 
kepala Desa; dan 

2) menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima 
kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan 
Desa dan unsur masyarakat Desa. 

3) Kepala Desa menyampai an epa a B Permusyawaratan 
Desa tentang laporan pelaksanaan pem bangunan Desa 
berdasarkan lapora n akhir pelaksana kegia tan. 

2. Pembinaan dan Pengawasan 
a. Bupati berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terh adap 

SiLPA Dana Desa setiap tahun. 
Pembinaan dan Pengawa an terhadap pelaksanaan kegiatan padat 
karya tunai di desa dilakukan oleh Bupati dan da at did leg sikan 
kepada Camat melalui kegiatan supervisi dan monitoring. 

c . Satuan KeIja Dana Desa Kabupaten melak anakan pembinaan 
dan monitoring terhadap penggunaan Dana Desa. 

d . Pemerintah Desa da n Badan Perm s awara Desa 
melaksanakan tugas pemantauan dan eval asi pen u n aan Dana 
Desa, dibahas dalam musyawara D a, an dibua a n laporan 
sesuai dengan format laporan De a ang e aku 

e. Apabila teIjadi permasalahan dalam ke 'atan Dana De a , Kepala 
Desa beserta Lembaga Desa berko rdinasi den gan Ca at dan 
pihak terkait danfatau Ten aga Pen a mping Profesi n untuk 
pen elesaian perm asa a h an, dan diselesaikan de ga n cara 
berjenjang. 

f. Dalam h al teIjadi keterlambatan perencan an dan pelaksanaan 
pembangunan De a sebagai akibat ketidakmampuan danjatau 
kelalaian Pemerin ah Desa, Bupati melalui Camat: 
1) menerbitkan Surat Peringa an kepada Kepala Desa; 
2) membina dan men dampingi pemeri tah desa dalam hal 

mempercepat perencanaan embangunan desa untuk 
memastikan APBDesa ditet pkan 3 Desember tahun berjalan; 

3) membina dan m n dampingi pemerintah Desa dalam hal 
mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk 
m5emastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan 
perundang-undangan; 

4) Melakukan Koordinasi dengan Lembaga yang ada di Desa 
untuk melaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka 
penyelesaian permasalahan dimaksud; dan 

5) Menunda penggunaan dana desa di Rekening Kas Desa 
sarnpai dengan perrnasalahan dirnaksud selesai. 
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g. Apabila terjadi penyalabgunaan wewenang dan/atau 
penyelewengan Dana Desa sehingga menyebabkan kerugian 
Negara, maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib dalam 
hal ini adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau 
Inspektorat. 

h. Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa, Bupati : 
1) Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana 

Desa tersebut, danl atau 
2) Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan 

pemeriksaan. 
1. SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam 
APBDesa Tahun anggaran berkenaan. 

3. P 1 starian dan Pemanfaatan HasH Kegiatan 

Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembang nan Desa 
ilaksanakan dengan cara: 

a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu 
diles arikan dan dikelola pemanfaatannya; 

b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan 
dan keberlanjutan hasil kegiatan Pembangunan Desa; da 
mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanj tan hasil 
pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa. 
Ketentuan lebih lanjut m ngenai pemanfaatan dan keberl njutan 
ha' elaksanaan kegia an dia ur de gan Peraturan D sa. 

IX. P ~N · TUP 

De . . an Pedoman urn Pelaksanaan Teknis ana esa ag r dapat 
menjadi pedoman da n panduan dalam pelaks naan kegiatan di tingkat 
D a dan a abila te dapat per baban arab kebijakan Pemerin tah maka 
ter a a pe 'uk teknis ini dapat d ' akukan p nye purnaan. 

ALA A, 


